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memutuskan bahwa down payment yang telah dikeluarkan 

oleh Penggugat harus dikembalikan sepenuhnya kepada 

Tergugat tanpa ada pengecualian. 
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Kesimpulan Aspek hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal 

ada akta di bawah tangan yang diwaarmerking oleh notaris 

adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna karena terletak pada tandatangan para pihak 

yang jika diakui, merupakan buktisempurna seperti akta 

otentik. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi 

pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada 

siapa sipenandatanganan hendak memberi bukti, 

sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya 

adalah bebas. Berbeda dengan akta otentik yang memiliki 

kekuatan pembuktian yang pasti, maka terhadap akta 

dibawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan 

hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal1881ayat (2) 

KUHPerdata). 
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Kesimpulan Notaris bertanggung jawab atas akta PPJB yang dibuatnya, 

baik secara perdata, pidana, maupun etika profesi. Jika 

akta mengandung kesalahan akibat kelalaian atau 

pelanggaran hukum, notaris dapat dimintai ganti rugi atau 

dikenai sanksi pidana. Selain itu, notaris wajib menjaga 

kerahasiaan isi akta dan hanya dapat diminta keterangan 

dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah sesuai Pasal 

66 UUJN. Oleh karena itu, notaris harus berhati-hati dan 

patuh pada peraturan hukum serta kode etik dalam 

menjalankan jabatannya. 
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Kesimpulan Kedudukan hukum sertipikat dalam penyimpanan notaris 

terkait pembuatan akta pengikatan jual beli pada Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630 

K/Pdt/2023 berada pada penjual karena belum 

dilaksanakan akta jual beli sebagaimana sertipikat tersebut 

adalah dokumen penting yang menjadi dasar perbuatan 

hukum pada jual beli tanah untuk menjadi dokumen dasar 

yang harus diserahkan kepada pejabat pembuat akta tanah. 

Sehingga pemegang hak atas tanah yang sah terhadap 

Sertipikat Hak Milik Nomor 197/Desa Pejeng Kawan dan 

Nomor 197/Desa Pejeng Kawan yang berada dalam 

penyimpanan Notaris IK adalah Tuan G atau penjual 

tanah. Bahwa sengketa APJB terkait syarat batal yang 

ditetapkan atas kehendak para pihak adalah perbedaan 

pandangan hukum yang harus diselesaikan sebagai 

tanggung jawab para pihak dalam perjanjian tersebut. 

Peran Notaris IK dalam sengketa akta pengikatan jual beli 

adalah memberikan penyuluhan hukum dan membuat akta 

secara sah sesuai UUJN, termasuk mencantumkan klausul 

yang membatasi tanggung jawabnya terhadap Sertifikat 

Hak Milik. Dalam kasus ini, Notaris IK juga memberikan 

bantuan hukum seperti pengajuan perubahan peruntukan 

tanah dan mediasi. Namun, tindakan menahan sertifikat 

tanpa dasar yang jelas dalam akta dinilai melampaui 

kewenangan dan tanggung jawab notaris. 

 

 

 

 


